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Konsep pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya

penempatan dalam negeri

Dasar hukum pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber

daya penempatan dalam negeri

Jenis-jenis lembaga penempatan tenaga kerja dan sumber daya

penempatan dalam negeri

Bentuk-bentuk pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber

daya penempatan dalam negeri

Tata cara pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya

penempatan dalam negeri

Teknik penyusunan laporan pembinaan kelembagaan dan 

sumber daya penempatan dalam negeri
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4
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TUJUAN
Tujuan kompetensi yang ingin

dicapai
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4. Bentuk-bentuk pelayanan

4. Bentuk-bentuk pelayanan

3. Jenis-jenis lembaga penempatan tenaga kerja

3. Jenis-jenis lembaga penempatan tenaga kerja

2. Dasar hukum

2. Dasar hukum

1. Konsep pelayanan

1. Konsep pelayanan

5. Tata cara pelayanan

5. Tata cara pelayanan

6. Teknik penyusunan laporan

6. Teknik penyusunan laporan

HOME
Materi yang dipelajari dalam modul

ini
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KONSEP PELAYANAN

Materi 1

Mulai

Mulai
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KONSEP PELAYANAN

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh

seseorang, kelompok, atau organisasi

untuk memenuhi kebutuhan atau

keinginan pelanggan. Pelayanan dapat

berbentuk tindakan, perbuatan, atau hasil

yang diberikan kepada pelanggan

dengan tujuan untuk menciptakan

kepuasan.
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Alur Pelayanan Perantaraan Kerja

Pendaftaran Penempatan
Penyuluhan dan

Bimbingan

Tindak Lanjut Penempatan

Menu
Home

Home



Materi 1

Materi 1 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan

tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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DASAR HUKUM

Materi 2

Mulai

Mulai
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DASAR HUKUM

1. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;

2. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (BAB VI Penempatan Tenaga Kerja, pasal 31 s/d pasal 38;

3. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4. Keppres No.36 tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan 

Tenaga Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau 

Produk Pada Penyelenggaraan Perizinanan Berbasis  Resiko Sektor Ketenagakerjaan;  

8. Kepmenakertrans No. Kep.230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan yang Dipungut Biaya Penempatan

Tenaga Kerja;
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Materi 2

Materi 2 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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JENIS-JENIS LEMBAGA PENEMPATAN

TENAGA KERJA

Materi 3

Mulai

Mulai
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PELAKSANA PENEMPATAN

Menurut:

UU 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan Pasal 37

Menurut:

PERMENAKER No. 39 tahun 2016

tentang penempatan tenaga kerja

Instansi pemerintah yang 

bertanggungjawab dibidang

ketenagakerjaan

- Kementerian Ketenagakerjaan

- Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

- Dinas Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota

Lembaga swasta berbadan hukum

- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

- Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Rumah Tangga

(LPPRT)

- Job Portal

- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Luar

Negeri)

Bursa Kerja Khusus

(BKK)
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Lembaga swasta berbadan hukum

- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

- Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Rumah Tangga (LPPRT)

- Job Portal

- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Luar Negeri)

Bursa Kerja Khusus (BKK)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Dasar Hukum :

1. UU Cipta Kerja NO 6 TAHUN 2023

2. PP 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko

3. Permenaker 6 Tahun 2021 Penetapan

Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

SURAT TANDA DAFTAR

Dasar Hukum:

Permenaker No 39 Tahun 2016 Tentang

Penempatan Tenaga Kerja

LEGALITAS
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Pengurusan Legalitas Lembaga Penempatan Swasta Berbadan

Hukum Melalui OSS

Pemilihan 
Bidang Usaha

Pelaku 
Usaha

Pengisian Data 
Usaha

Izin Lokasi 
Darat, Laut, 

Hutan

Risiko Menengah
Rendah (MR)

Risiko Menengah 
Tinggi (MT)

Risiko Tinggi (T)

Pemenuhan 
Persyaratan 

Dasar

Pemenuhan
Persyaratan

Sektoral

K/L/D

Verifikasi 
Lokasi

Verifikasi 
Persyaratan

Dasar

Verifikasi 
Persyaratan 

Izin / SS

Pernyataan 
Mandiri

Sesuai KBLI 
2020

Aliran data dan pertukaran data otomatis sesuai 
bidang usaha, lokasi, skala, dan tingkat risiko

Validasi Tingkat 
Risiko

Risiko Rendah (R)
NIB

NIB

NIB
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Contoh Legalitas Lembaga Penempatan Swasta Berbadan Hukum

KODE KBLI

• Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS) : KBLI 2020 Kode 78101

Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga

kerja dalam negeri/tenaga kerja swasta

• Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga

(LPPRT) : KBLI 2020 Kode 78103

Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga

• Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job 

portal) KBLI 2020 Kode 78104

Setiap Lembaga Penempatan Swasta

Wajib memiliki :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

2. Sertifikat Standar yang sudah

terverfikasi

Nomor Induk Berusaha Sertifikat Standar
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Contoh Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

BKK SMKN 3 JOMBANG BKK SMKN 1 KINALI BKK SMK PANTI PAMARDI 

SIWI 1 NGRAMBE 
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Materi 3
Materi 3 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan

tombol dibawah ini.

Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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BENTUK-BENTUK PELAYANAN

Materi 4

Mulai

Mulai
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Pelayanan Kepada Pencari Kerja :

• Bantuan dalam Menyusun Profil: Membantu pencari kerja menyusun profil yang menarik dan relevan dengan pekerjaan

yang dicari, termasuk menulis CV yang efektif dan surat lamaran yang persuasif.

• Informasi Lowongan Kerja: Memberikan informasi terkini mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi

dan minat pencari kerja.

• Bimbingan dalam Wawancara Kerja: Melatih pencari kerja dalam menghadapi wawancara kerja, mulai dari persiapan

hingga teknik menjawab pertanyaan.

• Konseling Karir: Memberikan konseling karir untuk membantu pencari kerja menentukan pilihan karir yang tepat dan

mengembangkan potensi diri.

• Akses ke Jaringan Perusahaan: Membantu pencari kerja terhubung dengan berbagai perusahaan yang sedang mencari

karyawan.

• Informasi tentang Pasar Kerja: Memberikan informasi terkini tentang tren pasar kerja, keterampilan yang dibutuhkan, dan

prospek pekerjaan di berbagai sektor.
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Pelayanan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja:

• Koordinasi Penempatan: Berkoordinasi dengan lembaga penempatan tenaga kerja dalam proses

penempatan tenaga kerja, mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja hingga penempatan calon

karyawan.

• Evaluasi Kandidat: Melakukan evaluasi terhadap kandidat yang diajukan oleh lembaga penempatan

tenaga kerja untuk memastikan kesesuaian dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

• Penyelesaian Masalah: Membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses penempatan

tenaga kerja, seperti ketidaksesuaian antara kandidat dengan pekerjaan atau masalah administrasi.
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Pelayanan Kepada Pemberi Kerja (Perusahaan):

• Rekrutmen Tenaga Kerja: Melakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan,

mulai dari penyusunan deskripsi pekerjaan hingga seleksi calon karyawan.

• Penilaian Kandidat: Melakukan penilaian terhadap kandidat yang melamar pekerjaan untuk

memastikan kesesuaian dengan budaya perusahaan dan kinerja yang diharapkan.

• Pengelolaan Database Kandidat: Mengelola database kandidat yang potensial untuk memenuhi

kebutuhan tenaga kerja perusahaan di masa mendatang.

• Konsultasi Sumber Daya Manusia: Memberikan konsultasi terkait berbagai isu sumber daya

manusia, seperti pengembangan karir karyawan, evaluasi kinerja, dan kompensasi.
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Materi 4

Materi 4 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan

tombol dibawah ini.
Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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TATA CARA PELAYANAN

Materi 5

Mulai

Mulai
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Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri

REKRUT SENDIRI

Pencari Kerja Lembaga Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja

Perusahaan / 

Pemberi Kerja

Memiliki Akun 

SiapKerja

MELAMAR LANGSUNG KE PERUSAHAAN

MENDAFTAR

Fasilitasi

Penempatan

• Job Canvasing

• Job Counseling

• Job Matching

Lowongan

Pekerjaan

Bukti Lapor

Lowongan Pekerjaan

Laporan yang 

ditempatkan

Wajib memiliki SPP AKAD/AKL jika

merekrut AKL/AKAD 10 orang atau lebih
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Materi 5

Materi 5 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan

tombol dibawah ini.
Kembali Ke Menu Utama

Kembali Ke Menu Utama
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TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN

Materi 5

Mulai

Mulai
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Teknik Induktif dalam Laporan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Metode induktif dimulai dari pengamatan kasus-kasus spesifik, data-data mentah, atau fakta-fakta di

lapangan. Kemudian, dari data-data tersebut, kita menarik kesimpulan umum. Dalam konteks

pelayanan penempatan tenaga kerja, teknik ini dapat diterapkan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

b. Analisis Data

c. Penarikan Kesimpulan
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Teknik Deduktif dalam Laporan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Metode deduktif dimulai dari teori atau prinsip umum, kemudian diterapkan pada kasus-kasus

spesifik. Dalam konteks pelayanan penempatan tenaga kerja, teknik ini dapat diterapkan sebagai

berikut:

a. Merumuskan Hipotesis

b. Pengujian Hipotesis

c. Penarikan Kesimpulan
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KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object



SUMMARY

Pembinaan kelembagaan penempatan kerja dalam negeri merupakan

serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk

meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga-lembaga yang berperan

dalam penempatan tenaga kerja di dalam negeri. Tujuan utama dari

pembinaan ini adalah untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih

efisien, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik bagi pencari

kerja maupun perusahaan.
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DAFTAR ISTILAH

• LPTKS : Lembaga Penenempatan Tenaga Kerja Swasta

• BKK : Bursa Kerja Khusus

• LPPRT : Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga

• OSS : One Single Submission

• SS : Sertifikat Standar
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